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ABSTRAK 
RINALDY SYAM B111 10 176, Efektivitas Penerapan Standar 
Operational Prosedur (SOP) PT. PELNI Selaku Operator Kapal 
Penumpang dan Peti Kemas. Di bawah bimbingan Wiwie Heryani  
Pembimbing I dan Muh Hasrul Pembimbing II. 
 
Penenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penerapan SOP 
PT.PELNI selaku Operator Kapal Penumpang dan Peti Kemas, dan untuk 
mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan SOP PT PELNI 
Selaku Operator Kapal Penumpang. 
 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer 
yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan yang bersumber dari 
responden yang berkaitan dengan penelitian ini dan dan data sekunder 
dari instansi yang terkait dengan penelitian ini  
 
Dari hasil penelitian, PT PELNI selaku operator kapal penumpang dan 
pengangkut peti kemas didirikan sejak Tahun 1950  memiliki tanggung 
jawab dan peran yang sangat besar, untuk memenuhi ekspektasi tersebut 
maka di buatlah standar operasional prosedur (s.o.p), sehingga pegawai 
dilingkup PT PELNI dalam menjalankan tugas dilapangan memiliki acuan 
kerja, namun dilapangan ada beberapa standar kerja yang tidak 
dijalankan dengan baik, sehingga rentan terjadi kecelakaan kerja, padahal 
penyusunan SOP untuk perseroan terbatas telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI no. 
35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur, tidak dijalankannya standar kerja yang sifat nya mengatur 
menimbulkan kerentanan kecelakaan kerja, hal itu juga disebabkan oleh 
pegawai yang tidak paham tentang posisi dan tanggung jawab, 
pemahaman hukum atas tanggung jawab mereka dilapangan sesuai 
dengan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Jika semua 
pelaksana tugas mengacu pada semua standar operasional prosedur, 
maka pelayanan kepada konsumen juga akan baik, jika pelayanan telah 
terpenuhi tentu akan berdampak baik pada perekonomian Negara. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu negara yang sejak dulu 
diperhitungkan perkembangannya oleh negara-negara lain diseluruh 
belahan dunia. Dari berbagai aspek, terutama pada sumber daya alam 
yang notabenenya dapat menghasilkan nilai materi yang sangat melimpah 
dan telah menjadi salah satu bagian yang terus mendongkrak 
perekonomian negara. 
Dengan kondisi seperti itu, maka salah satu konsekuensinya adalah 
pola pikir masyarakat yang terus berkembang hingga pada semakin 
meningkatnya kebutuhan masyarakat.Dalam UUD 1945 alinea keempat 
menyatakan bahwa “…dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa”1 telah menjadi landasan bagi 
pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 
konteks institusi negara, konstitusi bermakna permakluman tertinggi yang 
menetapkan antara lain pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, 
bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasan legislatif, kekuasaan 
peradilan dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat2. 
Negarayang wajib melayani setiap warga negara untuk memenuhi 
kebutuhan dasarnya serta hak-hak yang melekat pada diri mereka.   
                                                             
1
UU Dasar Tahun 1945 alinea ke empat 
2
Eddie Siregar. 2002. Empat pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta. Sekertaris 
JenderalMPRRI 
2 
Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap 
warga negara serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik, maka dibuatlah aturan-aturan yang 
tidak hanya berfungsi sebagai alat dalam upaya peningkatan kualitas dan 
menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum 
pemerintah dan korporasi, tapi juga memberi perlindungan kepada warga 
negara dari penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan 
pelayan publik. Salah satu produk Undang-Undang yang Mengatur 
Tentang Pelayanan Publik adalah UU No 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik. Peningkatan pelayanan publik ini pada dasarnya 
bertujuan memperbesar tingkat kepercayaan masyarakat kepada 
pemerintah, sehingga kemampuan yang dimiliki oleh aparatur tersebut 
harus memenuhi kriteria dasar sebagai pelayanan, yaitu memiliki 
integritas, produktivitas, dan bertanggung jawab serta memilki 
kemampuan memberi pelayanan yang baik melalui perubahan pola pikir 
dan budaya kerja dalam sistem manajemen pemerintahan. Hal ini 
bertujuan untuk memberi pelayanan yang efektif dan efisien, salah satu 
langkahnya adalah dengan membentuk penyusunan dan implementasi 
Standar Operasional Prosedur atau disingkat SOP dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi aparatur pemerintah. 
Dalam kegiatan penyusunan dan implementasi SOP ini 
memerlukan partisipasi dari semua pihak yang ada di dalam institusi 
pemerintah tersebut, karena merekalah yang paling tahu kondisi yang 
terjadi di lapangan serta merekalah yang akan langsung terkena dampak 
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dari penerapan SOP tersebut. SOP yang dibuatpun harus disesuaikan 
dengan kondisi dimana SOP itu akan diberlakukan, berdasar pada 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi RI No 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, tujuan dari pedoman ini 
adalah memberi panduan bagi seluruh instansi pemerintahan pusat dan 
daerah dalam mengidentifikasikan, menyusun, mendokumentasikan, 
mengembangkan, memonitor, serta mengevaluasi SOP sesuai dengan 
tugas dan fungsi aparatur pemerintah. 
Secara sederhana, Standar Operasional Produser atau SOP 
merupakan sebuah panduan yang dikemukakan secara jelas tentang apa 
yang diharapkan dan diisyaratkan dari semua karyawan dalam 
menjalankan kegiatan sehari-hari. Selain itu SOP juga merupakan acuan 
bagi semua karyawan atau pegawai dalam menjalankan tugas demi 
terciptanya keamanan atau keselamatan kerja, Sebagai contoh, dalam 
bidang pelayanan jasa lewat laut, dalam hal ini PT PELNI selaku operator 
kapal penumpang dan pengangkut peti kemas. Dalam pelaksanaannya, 
PT PELNI harus memperhatikan beberapa hal penting, termasuk 
keselamatan kerja atau apa saja yang dapat merugikan masyarakat 
sebagai objek pelayanan. 
Salah satu indikator berkembangnya tingkat perekonomian disuatu 
wilayah, bisa juga dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan dibidang 
pelayanan jasa angkutan yang cukup besar memadai.Artinya, memang 
sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antara kedua pihak, antara 
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pemerintah sebagai penyedia jasa dan masyarakat atau perusahaan 
sebagai pengguna jasa. Asumsinya adalah, petugas yang profesional 
dalam bekerja dan didukung oleh SOP yang selalu mengedepankan 
pelayanan yang baik maka akan menuai hasil yang maksimal, seperti 
itulah kerjasama yang diharapkan. 
Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, dalam dunia kerja, 
apapun bidangnya, untuk menjamin kelancaran, efektif, efisiennya suatu 
pekerjaan dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang melengkapinya. 
Peti kemas merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengangkut 
barang, seiring dengan perkembangannya dan semakin meningkatnya 
kebutuhan masyarakat dalam bidang pengangkutan ini, maka diharapkan 
pemerintah mampu terus berinovasi dalam pelayanan termasuk 
penyediaan peti kemas. Sebagai contoh, kerusakan Cran (alat untuk 
mengangkut kontainer) yang dimiliki salah satu armada PT PELNI, yakni 
KM Labobar yang berakibat pada tingkat kepercayaan oleh pihak swasta 
kepada PT PELNI yang semakin berkurang. 
Hal ini disebabkan oleh KM Labobar sebagai kapal penumpang dan 
pengangkut peti kemas dengan tujuan dari Makassar ke Jayapura di 
bawah PT PELNI, dirasa telah mengakibatkan kerugian mulai dari materi 
hingga non materi. Peti kemas yang berisi barang kiriman dan sudah 
diangkut ke kapal tidak sampai ketujuan sesuai dengan jadwal, pasalnya 
kerusakan cran ini tidak dapat ditangani dengan cepat, hingga peti kemas 
tidak bisa diturunkan di tempat tujuan dan harus tepat berada di atas 
kapal selama berhari-hari, mengikuti rute kapal. Awalnya pihak swasta 
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dalam hal ini sebagai pihak pengirim, memaklumi kerusakan itu dengan 
kesepakatan PT PELNI menurunkan sementara peti kemas di pelabuhan 
Makassar lalu meminta armada lain untuk mengangkutnya. 
Berbagai macam cara telah dilakukan oleh pihak terkait, termasuk 
menyediakan cran darat yang kemempuannya hanya bisa mengendalikan 
atau menurunkan beberapa peti kemas saja. Padahal di pelabuhan Hatta 
Makassar memiliki fasilitas berupa Siwai, yang bisa menjadi alternatif 
terbaik untuk menurunkan seluruh peti kemas yang ada di atas kapal. 
Belum lagi dalam proses angkutan penumpang, calon penumpang 
dapat memperoleh tiket dengan setengah dari harga resmi dan istilah di 
lapangan adalah dingdong. Tentu dengan melihat masalah seperti di atas, 
maka yang paling bertanggung jawab adalah petugas yang berwenang 
soal tiket, karena bukan hanya keselamatan penumpang yang tidak 
terjamin, tapi juga tindakan main curang ini merugikan negara. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana upaya penerapan SOP PT. PELNI selaku Operator 
Kapal Penumpang dan Pengangkut Peti Kemas? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Penerapan SOP PT. 
PELNI Selaku Operator Kapal Penumpang dan Pengangkut Peti 
Kemas? 
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penerapan SOP PT. 
PELNI Selaku Operator Kapal Penumpang dan Pengangkut Peti 
Kemas. 
2. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
Penerapan SOP PT. PELNI Selaku Operator Kapal Penumpang 
dan Pengangkut Peti Kemas. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Efektivitas dan Efektivitas Pelayanan Publik 
Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pelayanan yang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 
atas barang dan jasa, pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara 
negara.Secara sederhana pelayanan publik merupakan tindakan yang 
dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini adalah pemerintah untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Dari pengertian di atas, kita dapat memehami bahwa pelayanan 
publik dapat dikatakan efektif jika pelaksanaannya dapat berjalan dengan 
tepat, cepat dan benar.Untuk mencapai tujuan-tujuan itu dibutuhkan 
keahlian oleh para pelaksana, salah satu keahlian yang dimaksud adalah 
tingkat pengetahuan tentang efektivitas pelayanan publik. 
1. Pengertian Efektivitas 
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung perhatian 
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang 
diharapkan dengan hasil yang telah dicapai, efektivitas dapat dilihat dari 
berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan 
mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. 
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Ketaatan hukum juga merupakan hal penting untuk dipahami oleh 
petugas di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Achmad Ali 
mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu ; 
a. Pengetahuan tentang hukum 
b. Pengetahuan tentang isi hukum 
c. Sikap hukum 
d. Pola perilaku hukum3 
Agar suatu undang-undang dapat diharapkan berlaku efektif, Adam 
Podgorecki mengemukakan bahwa di dalam menerapkan hukum sebagai 
sarana untuk mengadakan social engineering diperlukan kemampuan-
kemampuan sebagai berikut : 
a. Penggambaran yang baik tentang situasi yang sedang dihadapi. 
b. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian tersebut 
kedalam tata susunan yang hirarki sifatnya, dengan cara ini 
maka akan diperoleh suatu pegangan atau pedoman, apakah 
penggunaan suatu sarana menghasilkan sesuatu yang positif. 
Artinya, apakah saranapenyembuhnya tidak lebih buruk dari 
pada penyakitnya. 
c. Verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan. Artinya, 
apakah sarana yang telah dipilih benar-benar akan menjamin 
tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki atau tidak. 
d. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan-peraturan yang 
dilakukan. 
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Soerjono Soerkanto (Achmad Ali). 1998. Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta. 
Yamsir Watampone
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e. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan dapat menetralisir 
efek-efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang 
diberlakukan. 
f. Pelembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat 
sehingga tujuan pembaharuan berhasil dicapai.4 
 Maka orang itu dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat atau 
mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya. Sedangkan 
menurut Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik 
mendefinisikan efektivitas sabagai berikut : 
“efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, 
semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian 
tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau 
kegiatannya”.5 
 
Jadi efektivitas berfokus pada hasil program, atau kegiatan yang 
semakin dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi 
tujuan yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 
efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses atau output yang 
mengacu pada hasil dari suatu kegiatan yang menyatakan bahwa sejauh 
mana tujuan yang dalam hal ini kualitas, kuantitas, dan waktu itu telah 
dicapai. Hal ini berarti, pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah 
semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.Karena itu jika dipandang 
dari sudut ilmu pemerintahan, efektivitas sangat penting karena hal 
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Adam Podgorecki (Achmad Ali). 1998. Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta. 
Yamsir Watampone 
5
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN 
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tersebut merupakan salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam ilmu 
pemerintahan. 
 
2. Efektivitas Pelayanan Publik 
Dalam memenuhi kebutuhan pengetahuan petugas dalam 
menjalankan fungsi pelayanannya, maka perlu sekiranya penulis 
menjabarkan pengertian efektivitas pelayanan publik, beberapa pakar 
telah memberikan pengartian :“Efektivitas merupakan kemampuan untuk 
memilih tujuan yang tepat atau peralatan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditantukan”.6 
 Menurut pengertian diatas, menjelaskan bahwa suatu pekerjaan 
akan dikatakan efektif apabila sarana dan prasarana sebagai penunjang 
kebutuhan itu ada. Berbeda dengan Winardi dalam bukunya Promosi dan 
Reklame: “Efektivitas merupakan hasil yang dicapai seorang pekerja 
dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu.”7 
Jadi efektivitas merupakan  kemampuan untuk memilih tujuan dengan 
memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan 
dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian hasil dan ataupun gagal.  
 
 
 
 
 
                                                             
6
Martin Handoko. 1992. Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku. Yogyakarta. Kanisius 
7
Winardi. 1992. Promosi dan Reklame. PT. Mandar Maju 
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B. Perusahaan 
1. Pengertian Perusahaan 
Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD 
sendiri tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang 
apakah perusahaan itu.Sehubungan dengan itu perumusan pernah 
diberikan oleh Handri Raharjo cetakan pertama. Hukum perusahaan : 
a. Menteri kehakiman Belanda yang menyatakan bahwa barulah 
dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang 
berkepentingan secara tidak terputus-putus dan terang-terangan 
serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba rugi 
bagi dirinya sendiri. 
b. Polak menyatakan bahwa baru ada perusahaan, bila diperlukan 
adanya perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, 
dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. 
c. Molengraaf menyatakan suatu perusahaan mempunyai unsur-
unsur antara lain: 
i. Terus menerus atau tidak terputus-putus; 
ii. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan      
pihak ketiga); 
iii. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan; 
iv. Menyerahkan barang-barang; 
v. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan; 
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vi. Harus bermaksud memperoleh laba.8 
Perlu ditegaskan bahwa titik berat dari semua kegiatan perusahaan 
Negara ditujukan kearah pembangunan ekonomi nasional dengan 
mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan 
kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.9 
Menurut undang-undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen 
Perusahaan, yaitu : 
a. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan 
setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan 
yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah 
Indonesia, untuk bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau 
laba; 
b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan 
secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh 
keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang 
perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan usaha 
hukum yang didirikan  dan berkedudukan di wilayah Republik 
Indonesia.10 
2. Unsur-unsur Perusahaan 
Berdasarkan pengertian sebelumnya, maka dapat disimpulkan 
bahwa unsur-unsur perusahaan yaitu, Comelus Simanjuntak dan Natalie 
Mulia, cetakan pertama. Organ Perseroan Terbatas : 
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Hendri Raharjo
,
.2009. Hukum Perusahaan.Yogyakarta. Penerbit Pustaka Yustisia 
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Kansil.2001. Hukum Perusahaan Indonesia. Jakarta. Pradnya Parmitha 
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a. Adanya kegiatan terus menerus. Hal ini bertujuan untuk 
melindungi pihak lain (konsumen maupun pihak ketiga). 
b. Terang-terangan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan image 
yang kurang baik dari perusahaan, di samping itu juga untuk 
menguntungkan perusahaan yang bersangkutan dalam 
kepentingan publikasi, promosi dan perizinan. 
c. Dengan tujuan mencari keuntungan. Hal ini adalah target utama 
suatu perusahaan, artinya bila tidak untung lebih baik 
perusahaan ditutup saja. 
d. Ada bentuk usaha yang jelas. Hal ini dimaksudkan perusahaan 
tersebut apakah dijalankan oleh orang perorangan atau dengan 
badan usaha apakah perusahaan tersebut berbadan hukum 
atau tidak berbadan hukum.11 
3. Asas-asas Perusahaan 
Dalam menjalankan usaha, perusahaan tidak hanya mempunyai 
kewajiban yang bersifat ekonomi dan legal, namun juga berkewajiban 
yang bersifat etis.Etika bisnis merupakan tuntutan perilaku bagi dunia 
usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, 
mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Berikut adalah 
asas-asas etika umum atau kaidah-kaidah dasar moral perusahaan, 
diantaranya, Yusuf Wibisono Membedah Konsep dan Aplikasi CSR: 
a. Asas kewajiban berbuat baik. 
b. Asas berbuat tidak berbuat yang menimbulkan madharat. 
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c. Asas menghormati otonomi manusia. 
d. Asas berlaku adil12 
Selain keempat asas diatas, juga ada prinsip-prinsip mengenai tata 
kelola perusahaan yang baik yaitu sistem yang menjamin perusahaan  
mencapai tujuannya melalui kewirausahaan, inovasi, pengembangan dan 
eksplorasi sekaligus memastikan akuntabilitas dan kontrol terhadap cara-
cara yang dipergunakan. 
 Karena perusahaan perseroan merupakan bagian dari BUMN, oleh 
dan tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku pada BUMN. 
Salah satu ketentuan yang relevan adalah Kepmen No. 117/M-MBU/2002 
tentang Penerapan Praktik Good Corporate Govemance pada BUMN. 
Habieb Adjie cetakan pertama. Status Badan Hukum, prinsip-prinsip dan 
Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas : 
Keputusan menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, menyatakan : 
I. Ayat 1 : BUMN wajib menerapkan good corporate secara 
konsisten dan/atau menjadi good corporate govermance 
sebagai landasan operasionalnya. 
II. Ayat 2 : penerapan good corporate govermance pada BUMN 
dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap 
memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan 
anggaran dasar BUMN.13 
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Yusuf Wibisono. 2007. Membedah Konsep & Aplikasi CSR.Gresik. Fascho Publishing 
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Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai perintah dari Menteri 
BUMN yang berada di bawah pengawasan agar menjalankan prinsip good 
corporate govermance, di samping sebagai upaya untuk memberikan 
landasan hukum dan pedoman bagi BUMN dalam melaksanakan good 
corporate govermance. 
4. Ketertiban antara Perusahaan dengan Masyarakat 
Apabila kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa 
manusia tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang diperolehnya 
sekarang ini, sesuai dengan sifatnya yang ingin selalu menuai sesuatu 
yang lebih meskipun belum tentu bermanfaat. Untuk memenuhi segala 
kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk yang berakal dan 
berbudaya tidak hanya bergantung pada segala apa yang bersifat 
alamiah, tidak dapat menciptakan segala sarana, barang-barang dan/atau 
produk budaya. Sesuai dengan perkembangan zaman dan tingkat 
kebutuhan manusia, maka kebutuhan manusia juga meningkat terhadap 
berbagai aneka produk budaya. 
Bahwa produk budaya tersebut, dibuat dan diciptakan dengan 
berbagai cara oleh badan-badan usaha atau perusahaan yang ada di 
masyarakat. Pada dasarnya kehadiran berbagai badan usaha tersebut 
bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, ini suatu hal 
yang wajar pada masyarakat zaman sekarang, dimana tidak ada 
masyarakat yang tidak membutuhkan produk budaya (barang atau jasa) 
yang tradisional maupun yang modern. 
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Bahwa berkaaitan dengan hal tersebut tidak saja untuk saling 
terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan perusahaan, dalam arti 
perusahaan membuat produk budaya dan kemudian masyarakat 
terpenuhi kebutuhannya. Tapi keterkaitan tersebut merupakan keterkaitan 
yang sama-sama menguntungkan, dan kehadiran perusahaan tidak 
berdampak negatif kepada masyarakat, misalnya: perusahaan tidak 
memperhatikan masyarakat yang hidup disekitarnya atau bahkan 
masyarakat terkena dampak pencemaran lingkungan perusahaan, hal 
seperti ini harus diperhatikan oleh perusahaan karena yang membeli 
produk perusahaan adalah masyarakat. 
Dengan memperhatikan segala aktifitas perusahaan, bahwa 
keterkaitan perusahaan (sebagai produsen) tidak hanya dengan 
masyarakat (sebagai konsumen) saja, namun terkait pula pemerintah dan 
juga dengan organisasi masyarakat. Adanya saling keterkaitan dan 
ketergantungan tersebut membuat dinamis serta perlu saling menjaga dan 
memperhatikan kepentingan para pihak yang terlibat di dalamnya. 
Sehingga pada akhirnya eksistensi perusahaan sangat di hargai dan 
dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam skala yang lebih luas 
perusahaan akan menjadi asset nasional. 
Pengelolaan perusahaan itu sendiri dapat didefenisikan secara luas 
dan terbatas, secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan 
antara manajer, direktur, dan pemegang saham.14begitupun dengan 
transparasi dalam pasar modal yang berarti keharusan untuk bekomitmen, 
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perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk kepada Undang-undang 
Pasar Modal untuk melaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal 
(BAPEPAM) atau menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu 
yang tepat seluruh informasi material atau fakta material yang terjadi.15 
Bahwa dalam format yang ideal keterkaitan antara perusahaan dan 
masyarakat, pemerintah dan para pelaku yang lainnya harus menciptakan 
kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.16 
 
C. Standar Operasional Prosedur (S.O.P) 
1. Pengertian Standar Operasional Prosedur (S.O.P) 
Standar Operasional Prosedur atau yang disingkat dengan SOP 
merupakan panduan bagi pelaksana kerja atau petugas dalam 
menjalankan tugasnya, sebagai panduan yang diharapkan mampu 
mempermudah kegiatan dalam mencapai tujuan dengan hasil yang 
diinginkan. 
SOP adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja 
yang harus dilaksanakan. SOP dibuat didokumentasikan secara tertulis 
yang memuat prosedur (alur proses) kerja secara rinci dan sistematis. Alur 
kerja (prosedur) tersebut haruslah mudah dipahami dan dapat 
diimplementasikan dengan baik dan konsisten oleh pelaku. Implementasi 
SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi hasil kerja, hasil produk 
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dan proses pelayanan dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan 
dan pengaturan yang seimbang. 
a. SOP adalah suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan 
tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam 
menjalankan suatu pekerja tertentu (detailed, written, 
instructions to achieve uniformity of the performance of a 
specific function) dengan berpedoman pada tujuan yang harus 
dicapai. 
b. SOP (Standard Operating Prosedure) adalah serangkaian 
instruksi tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai 
berbagai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, 
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa 
dilakukan. SOP adalah serangkaian instruksi yang 
menggambarkan pendokumentasian dari kegiatan yang 
dilakukan secara berulang pada sebuah organisasi (EPA, 2001). 
c. SOP adalah suatu panduan yang mnjelaskan secara terperinci 
bagaimana suatu proses harus dilaksanakan (FEMA, 1999). 
d. SOP adalah serangkaian instruksi yang digunakan untuk 
memecahkan suatu masalah (Lingappan,2000). 
e. SOP adalah sebuah panduan yang dikemukakan secara jelas 
tentang apa yang diharapkan dan diisyaratkan dari semua 
majikan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari (“Developing 
standard operating procedures in Wildland Fire 
Management”,2003). 
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f. SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan 
untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk 
mencapai tujuan organisasi. 
g. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan 
yang harus dilalui untuk untuk menyelesaikan suatu proses 
kerja tertentu.17 
Dalam kegiatan penyusunan dan implementasi SOP ini 
memerlukan partisipasi dari semua pihak terkait, karena merekalah yng 
paling tahu kondisi yang terjadi di lapangan serta merekalah yang akan 
langsung terkena dampak dari penerapan SOP tersebut. SOP yang dibuat 
pun harus disesuaikan dengan kondisi dimana SOP itu akan diberlakukan, 
berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi RI No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, tujuan dari 
pedoman ini adalah member panduan bagi seluruh instansi pemerintahan 
pusat dan daerah dalam mengidentifikasi, menyusun dan 
mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi 
SOP sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. 
2. Peran Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Sesuai dengan perkembangan perusahaan dan kompleksitas bisnis 
serta dinamika yang ada, peran SOP semakin dibutuhkan dalam 
perusahaan sebagai pedoman dalam menjalankan suatu proses 
pekerjaan. Bisa dibayangkan, tanpa pedoman yang baku tentunya akan 
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menimbulkan diantara karyawan. Seringnya timbul permasalahan yang 
selau berulang-ulang membuat banyak karyawan frustasi, sementara 
pimpinan sibuk dengan pekerjaanya dan tidak ada waktu untuk mengurusi 
masalah yang terjadi di dalam unit bisnisnya.  
Selain itu pedoman dalam melaksanakan tugas, Standar 
Operasional Prosedur atau SOP dapat mengefektifkan serta 
mengefesienkan setiap rentetan kegiatan petugas di lapangan. Di Negara 
kita, semua instansi diwajibkan memiliki SOP, seperti halnya di instansi 
yang bergerak dibidang pelayanan.  PT. PELNI sebagai operator kapal 
penumpang dan pengangkut peti kemas, yang tugas dasarnya akan 
berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna jasa. 
 
D. PT. Pelayaran Nasional Indonesia 
1. Pengertian PT. PELNI 
Undang-undang RI No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas 
(UUPT) merupakan kerangka yang sangat penting bagi pengaturan 
pelaksanaan perusahaan.Yang dimaksud sebagai Perseroan Terbatas 
dalam UU tersebut adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan 
perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 
seluruhnya terbagi dalam saham.18Berdasarkan pengertian tersebut, 
dapat diketahui bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga 
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suatu perseroan haruslah didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang 
ketentuan ini berlaku selama perseroan masih berdiri.19 
PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT. PELNI yang berdiri 
sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri 
Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tertanggal 5 september 1950 
yang banyak menuai perdebatan antara pemerintah Indonesia dan 
pemerintah Belanda dan waktu itu masih bernama Yayasan Pepuska 
secara resmi di rumah menjadi PT PELNI dengan Presiden Direktur waktu 
itu Ma’moen Soemadipradja. 
 Seiring dengan perkembangan zaman, sampai saat ini kehadiran 
PT PELNI sebagai maskapai Pelayaran Nasional Indonesia turut memberi 
kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan perekonomian 
Negara. Selain itu PT PELNI pun memiliki tugas dalam mewujudkan 
misinya sebagai perusahaan Milik Negara yang mencakup seluruh aspek 
kepentingan negara, bangsa dan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, 
PT PELNI ikut ambil bagian dan berpartisipasi dalam penanggulangan 
bencana alam yang terjadi di Flores, NTT yang terjadi beberapa tahun 
lalu.Disamping itu masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berskala 
nasional yang melibatkan armada-armada kapal milik PT PELNI, 
diantaranya Transmigrasi, Jambore dan lain sebagainya. 
 PT PELNI yang bergerak di bidang jasa pelayanan angkutan laut 
biasanya mengenai barang-barang besar atau bulk komoditi dan juga 
dapat menempuh jarak jauh, lebih jauh jarak yang ditempuh relatif akan 
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lebih murah freightnya, ruang angkutan laut jika dibandingkan dengan 
angkutan darat memang lebih besar dan luas.20 
2. Tugas-tugas PT.PELNI 
Sebagai perusahaan milik Negara PT PELNI mempunyai empat 
tugas pokok yang harus dijalankan, yakni : 
a. PELNI menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk 
menjalankan angkutan antar pulau secara tetap dan teratur. 
Pada misi ini PELNI merupakan tulang punggung angkutan laut 
nasional yang diberi tanggung jawab untuk menjadi sarana yang 
dapat diandalkan dalam melaksanakan angkutan antar pulau 
secara tetap dan teratur. Disatu sisi tugas ini merupakan suatu 
kebanggaan karena kepercayaan pemerintah kepada PELNI. 
Namun disisi lain, misi ini mengandung tantangan yang cukup 
berat, karena disatu pihak perusahaan PELNI diharuskan 
menganut prinsip teknis-ekonomis untuk mendapat suatu 
keuntungan, akan tetapi di lain pihak sebagai lembaga yang 
mengembangkan tugas Negara, PELNI harus melayani trayek-
trayek pelayaran non ekonomis, yaitu trayek pada pulau-pulau 
kecil dengan kondisi perekonomian penduduk yang masih 
memerlukan bantuan, artinya apabila masyarakat tidak sanggup 
membayar ongkos angkutan dengan tunai, maka PELNI 
menerima pembayaran secara “in natura” yang artinya mereka 
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cipta. 
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membayar ongkos kapal laut dengan hasil bumi seperti ubi, 
pisang, ayam dan lain sebagainya. 
b. PELNI menjaga keutuhan Wawasan Nusantara sebagai 
wawasan yang memandang rakyat, bangsa, Negara, dan 
wilayahnya sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak dapat 
dipisahkan dalam aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, 
Budaya, dan Pertahanan Keamanan Nasional. Pada misi ini 
PELNI mengembangkan tanggung jawab untuk menjaga 
keutuhan Wawasan Nusantara, dimana PELNI harus 
memandang bahwa rakyat, bangsa, Negara, dan wilayahnya 
merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat 
dipisahkan dengan aspek ideologi, politik dan lain sebagainya. 
Tertulis dalam sejarah bahwa PELNI ikut berpartisipasi dalam 
membantu mengangkut bahan makanan, peralatan militer dan 
pasukan untuk merampas pemberontakan PRRI/Pernesta, 
perjuangan dimasa TRIKORA dan DWIKORA. 
c. PELNI mendukung pemerataan pembangunan serta hasil-hasil 
pembangunan, yang diwujudkan dalam bentuk pelayaran tetap 
dan teratur atau RLS (Regular Liner Services) dan pelayaran 
perintis. Agar misi ini dapat berjalan dengan baik, maka PELNI 
memberlakukan pola trayek kapal-kapalnya sehingga dapat 
berjalan secara tetap dan teratur (Regular Liner Services) dan 
pelayaran perintis ini merupakan kelengkapan dari sistem RLS 
yang mempunyai tujuan untuk membuka isolasi daerah-daerah 
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terpencil. Untuk mendorong aktifitas perekonomian, sosial dan 
pemerintahan di daerah setempat, PELNI juga melaksanakan 
angkutan transmigrasi. 
d. PELNI sebagai “Government Agency” atau agen yang bertugas 
sebagai stabilitator dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di 
bidang angkutan laut nasional. Pada tahun 1970 PELNI 
melaksanakan misi yang bernama operasi “lancer beras”. 
Dalam operasi ini seluruh kapal PELNI dikerahkan untuk 
mengangkut beras kedaerah-daerah yang membutuhkannya. 
Kapal-kapal PELNI juga ikut mensukseskan acara-acara 
kepramukaan, serta bertanggung jawab atas kelancaran 
pengiriman barang-barang keberbagai daerah. 
Empat misi pokok di atas menunjukkan bahwa PELNI menempati 
posisi yang strategis.Dalam sejarah perkembangannya memperlihatkan 
bahwa peran serta PELNI mewujudkan ketahanan bangsa dan Negara 
serta menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia. 
3. Visi dan Misi PT. PELNI 
Dalam menjalankan fungsinya PT PELNI memiliki visi, misi budaya 
perusahaan, serta strategi dalam manajemen perusahaannya. 
Visi PT PELNI yaitu “menjadikan perusahaan pelayaran yang 
tangguh dan memiliki jaringan nasional yang optimal” dan misinya adalah : 
a. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna tujuan 
aksebilitas masyarakat untuk menuju terwujudnya wawasan 
nusantara. 
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b. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi Negara, karyawan 
serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan 
pelayanan kepada masyarakat. 
c. Menerapakan prinsip-prinsip Good Corporate Government. 
Kemudian PT PELNI memiliki budaya perusahaan, yaitu nilai-
nilai atau falsafah yang sangat dihargai, diutamakan dan 
dijunjung tinggi serta dipakai sebagai petunjuk prinsip 
berperilaku dalam berbisnis. 
4. Kegiatan Usaha PT. PELNI 
Usaha pokok PT PELNI adalah menyediakan jasa angkutan 
transportasi laut yang meliputi jasa angkutan penumpang dan jasa 
angkutan muatan barang antar pulau dan wilayah Nusantara dan 
Singapura. Saat ini perusahaan mengoperasikan 28 unit armada kapal 
penumpang yang diklasifikasian berdasarkan kapasitas jumlah 
penumpang yang diklasifikasikan berdasarkan kapasitas penumpang 
diantaranya : kapal tipe 3.000 pax, tipe 2.000 pax, tipe 1.000 pax, tipe 500 
pax, tipe Ro-Ro dan satu unit kapal ferry cepat dengan kapasitas 
seluruhnya berjumlah 36.913 penumpang. Disamping itu PT PELNI juga 
mengoperasikan 4 unit armada kapal barang dengan total bobot mati 
berjumlah 1.200 ton. 
Dalam mengembangkan tugasnya sebagai perusahaan jasa 
transportasi laut yang diandalkan dalam sistem distribusi nasional, PT 
PELNI tidak hanya melayani trayek-trayek komerial yang menguntungkan, 
tetapi juga sanggup melayani trayek perintis kepulauan-kepulauan 
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terpencil yang tidak menguntungkan demi mewujudkan kesatuan dan 
wawasan nusantara. Usaha-usaha terkait dengan usaha pokok dibentuk 
untuk menutupi biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan non profit, yaitu 
usaha keagenan kapal pihak lain, angkutan Bandar, dan galangan 
perbaikan kapal. 
a. Usaha sampingan; 
b. Rumah sakit PELNI; 
c. Wisma Bahtera Cipayung; 
d. Usaha Penumpang; 
e. Angkutan Bandar; 
f. Keagenan Kapal; 
g. Perbengkelan Kapal; 
Berikut juga sarana dan prasarana penunjang yang digunakan 
demi mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap pengguna jasa, 
khususnya jasa pengiriman barang.Dan juga menjaga agar tidak terjadi 
klaim atau tuntutan pengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari 
adanya kekurangan atau kerusakan pada waktu penyerahan barang dari 
maskapai pelayaran kepada si penerimaadalah peti kemas atau sebuah 
kotak yang digunakan sebagai alat pengankut barang.21 
 
 
 
 
                                                             
21
Subandi.1996.penuntun klaim angkutan laut.jakarta.penerbit arcan
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E. Peti Kemas 
1. Pengertian Peti Kemas 
Secara umum kita menganal pelabuhan merupaka salah satu 
tempat yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dibidan kelautan, 
dipelabuhan kita sering kali menjumpai beberapa sarana dan prasarana 
yang di persiapkan dalam upaya mengoptimalkan pemberian pelayanan 
kepada masyarakat.salah satunya bernama peti kemas atau container 
yang berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut barang 
yang akan dikirim ke berbagai pulau, penguna jasa ini datang dari 
berbagai kalangan,mulai dari pemerintah itu sendiri sampai pada pihak 
swasta yang menggatungkan usahanya pada pelayanan tersebut 
Dewasa ini kita kenal peti kemas yang berasal dari istilah 
kontainer.Peti kemas dalam praktek Nampak merupakan peti-peti yang 
terbuat dari bahan logam dari beberapa macam ukuran dan tipe.Di 
Indonesia masalah peti kemas masih sangat baru, sehingga tidaklah 
heran apabila dunia bisnis Indonesia belum menyadari manfaat dan 
kegunaanya.Hal ini disebabkan karena kurangnya pengenalan peti kemas 
kepada khalayak ramai khususnya para pedagang Indonesia.22Dan terkait 
dengan penyelenggaraan sistem angkutan laut Wiwoho Soedjono 
menjelaskan dalam bukunya;“suatu sitem angkutan laut mengenai muatan 
dengan menggunakan peti kemas (countener) yang disesuaikan dengan 
jenis barang yang akan di angkut.”23 
                                                             
22
Sudarsono. 1994. Operasi peti kemas dan pertanggungannya. Jakarta. PT Rineka Cipta 
23
Wiwoho Soedjono. 1987. Hokum pengangkutan laut di Indonesia dan perkembangannya. 
Yogyakarta. Liberty 
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2. Jenis Peti Kemas 
Berbagai variasi bentuk peti kemas yang digunakan untuk barang-
barang yang spesifik namun menggunakan ukuran yang standar untuk 
mempermudah proses handing dan perpindahan moda angkutan. Ini 
sebagai upaya mengefektifkan serta menggunkan waktu yang efisien. 
a. Peti kemas untuk mengisi barang yang berbentuk kotak, di 
Indonesia peti kemas paling banyak digunakan adalah jenis ini, 
berdasarkan kebutuhan; 
b. Peti kemas tangki baja yang di bangun di dalam kerangka 
container dan digunakan untuk mengangkut tangkai yang di 
dalamnya di isi barna-barang yang berbahaya, seperti minyak 
dan gas, dan bahan kimia lainnya yang mudah meledak; 
c. Peti kemas yang berventilasi, jenis ini dibuat khusus untuk 
barang-barang organic yang membutuhkan ventilasi; 
d. Peti kemas yang dibuat dengan bentuk pintu berada disamping, 
jenis ini ada di karenakan ukuran setiap barang yang akan di 
kirim itu berbeda-beda. Seperti halnya jenis ini, sengaja dibuat 
untuk barang yangberukuran besar yang tidak memungkinkan 
menggunakan jenis yang menggunakan pintu  belakang peti 
kemas. Seperti alat-alat berat. 
 Secara umum, seiring berkembangnya zaman dan tingkat 
kebutuhan masyarakat yang juga semakin hari semakin berkembang. 
Jenis-jenis peti kemas di atas hamper semua intens digunakan. 
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F. Standar operasional Prosedur (S.O.P) PT.PELNI 
1. S.O.P Pengangkutan Penumpang: 
a) General manager cabang melakukan koordinasi dengan 
nahkoda/mualim I dan instansi terkait tentang persiapan 
perencanaan pelayanan penumpang; 
b) Mengkoordinir petugas embarkasi/debarkasi dan petugas 
muatan untuk pelayanan penumpang; 
c) Mualim I menyiapkantim embarkasi/debarkasi kapal dan 
stowage plan/bay plan; 
d) Memeriksa tiket pada penumpang; 
e) Memastikan barang bawaan penumpang maksmal sebesar 
0,1 M3 atau sama dengan barang seberat30 kg per 1 Orang 
penumpang; 
f) Batasan over bagasi setiap  penumpang ditetapkan 
maksimum: 
 Penumpang kls l  : 3 colly 
 penumpang kls ll  : 2 colly 
 penumpang kls lll : 1 colly 
g) Melakukan pengawasan di sekitar dermaga, dan yang dapat 
berada di sekitar dermaga adalah petugas, penumpang dan 
instansi terkait; 
h) Memastikan barang bawaan penumpang bukan barang 
berbahaya antara lain:  
i) Senjata api, senjata tajam atau sejenisnya 
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j) Barang berbahaya beracun atau tergolong B3 
k) Petugas Embarkasi/Debarkasi harus proaktif dalam 
meningkatkan pelayanan terhadap penumpang; 
l) Koordinasi dengan petugas cargo dan container terkait jalur 
penumpang yang naik dan turun dari atas kapal, agar tidak 
tumpang tindih antara jalur penumpang dan jalur barang cargo 
atau container; 
m) Memastikan jalur penumpang untuk naik dan turun dari atas 
kapal aman dan nyaman; 
n) Melaksanakan monitoring penumpang mulai dari turun hingga 
naikknya penumpang di atas kapal; 
o) PT. Pelni  cabang Makassar menyerahkan dokumen kapal, 
manifest penumpang dan muatan kepada pihak kapal dan 
memberitahukan muatan ke cabang tujuan; 
p) Melakukan evaluasi secara periodik setiap akhir voyage 
tentang hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan; 
q) Mualim I menyiapkan stebility calculation dan tentetive 
stowage plan/bay plan. 
r) Melaporkan dan berkoordinasi dengan kantor pusat jika terjadi 
problem atau masalah.
24
 
  
                                                             
24 Standar operasional prosedur PT.PELNI tentang pengangkutan penumpang. 
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BAB III 
METODE PEENELITIAN 
 
A. Metode Penelitian 
Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini terbagi atas dua yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber 
dilapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
2. Data Sekunder instansi yang berkaitan dengan penelitian 
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaaan 
keperpustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan 
perundang-undangan, dokumentasi dari instansi yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah  dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Penerapan 
Standar operasional prosedur (SOP) PT. PELNI Selaku Operator Kapal 
Penumpang  dan Pengangkut Peti Kemas”. Maka penulis menetapkan 
lokasi penelitian dilokasi Kota Makassar, tepatnya di PT. PELNI Makassar 
sebagai instansi yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis 
untuk mendapatkan data dan melakukan penelitian atas rumusan masalah 
yang diteliti oleh penulis.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka peulisan 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Untuk jenis data primer, penulis melakukan pengumpulan data 
dengan metode interview atau wawancara kepada pihak PT. PELNI 
guna memperoleh data dan informasi yang akurat yang berkaitan  
dengan pembahasan ini. Dan komponen informan  yang akan 
penulis mewawancarai adalah: 
a. Kepala Cabang PT. PELNI Makassar 
b. Petugas PT. PELNI 
c. Pengusaha dan Penumpang 
2. Untuk data sekunder, penulis melakukan penelitian kepustakaan 
untuk mencari  data tambahan untuk menunjang keberhasilan 
penulisan. 
  
D. Jenis Penelitian  
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini  dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari 
lndasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel, serta 
sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan 
yang sedang diteliti. 
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2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan 
melakukn wawancara untuk meengumpulkan data primer atau pihak yang 
berkaitan langsung dengan penelitian ini. 
 
E. Analisis Data 
Proses pengumpulan dan analisa data dilakukan pada waktu 
bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung secara terus 
menerus sampai pada titik kejenuhan data. Pada tahap ini dilakukan suatu 
proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan,pengabstraksian data 
dari field note dan transkrip hasil wawancara. Proses ini berlangsung 
sepanjang penelitian dilakukan dengan membuat singkatan, kategorisasi, 
memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis 
memo. Pada tahap ini, setelah mendapatkan data dari hasil wawancara 
yang berupa rekaman MP3, field note, dan pengamatan lainnya, penulis 
langsung melakukan transfer data  kedalam sebuah tulisan yang lebih 
teratur dan sistematis. Sebagai upaya meminimalisasi reduksi data karena 
keterbatasan ingatan.Selanjutnya penulis melakukan pengkategorisasian 
dat menurut kebutuhan penelitian.  Hal ini dilakukan untuk meembantu 
penulis dalam menganalisa data dan memasukkannya kedalam bab 
pembahasan pada penulisan hasil penelitian. 
Hal itu akan diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya 
dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan SOP PT.PELNI Selaku Operator Kapal Penumpang 
dan Pengangkut Peti Kemas 
Penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam 
jasa transportasi kelautan, telah menarik banyak perhatian dari berbagai 
kalangan, karena penyelenggaraan layanan ini merupakan salah satu 
bagian yang memberi pengaruh besar dalam meningkatkan perekonomian 
negara. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau disingkat PT.PELNI yang 
berdiri sejak tahun 1950 ini, membentuk banyak cabang diberbagai 
wilayah di Indonesia, terutama di Makassar. Sebagaimana keterangan 
Capt. M. Tukul Harsono M. Mar Selaku General Manager : 
“Ada banyak tujuan dibentuknya PT.PELNI, salah satunya adalah 
membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya, 
misalkan bapak sadidi ini tidak bisa banyak uangnya sekarang 
kalau bukan karna usaha ekpedisinya, ekspidisi itukan berkaitan 
dangan angkutan laut, yaitu PELNI”25 
 
PT.PELNI Cabang Makassar merupakan kantor yang berada di 
kota Makassar, terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 38 Makassar, 
berfungsi sebagai pelaksana teknis dari program yang dibuat oleh 
PT.PELNI.  
PT.PELNI Cabang Makassar didirikan bersamaan dengan 
PT.PELNI Pusat yakni pada tahun 1950 dan pada waktu itu masih 
bernama Yayasan Pepuska. 
                                                             
25Wawancara dengan Capt. M. Tukul Harsono. Mar, Selaku General Manager PT PELNI Cabang 
Makassar, Tanggal 12 Juni 2014 pukul 10.00 wita di Makassar 
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Dalam upaya peningkatan kinerjanya PT.PELNI terus 
mengembangkan diri terutama dalam sistem pelayanan yang terus 
terpusat pada kenyamanan masyarakat. Berikut merupakan Visi dan Misi 
PT.PELNI Cabang Makassar : 
Visi  
Menjadikan perusahaan pelayaran yang tangguh dan memiliki 
jaringan nasional yang optimal 
Misi 
1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna tujuan 
aksebilitas masyarakat untuk menuju terwujudnya wawasan 
nusantara. 
2. Maningkatkan kontribusi pendapatan bagi Negara, karyawan serta 
berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan 
kepada masyarakat. 
3. Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Government. 
Inilah yang menjadi landasan PT.PELNI Cabang Makassar dalam 
membuat program pelayanan kepada masyarakat atau pihak swasta 
lainnya. 
Saat ini PT.PELNI Cabang Makassar bertanggung jawab 
mengoprasikan sebanyak 15 armada. Terdiri atas 10 armada yang 
berfungsi mengangkut penumpang, dan 3 diantaranya memiliki fungsi  
mengangkut penumpang dan peti kemas dan 2 diantarannya berfungsi 
sebagai pengangkut penumpang, pengangkut peti kemas, dan pengiriman 
kendaraan. Bekerja sama dengan PT.Pelindo selaku pengelola Pelabuhan 
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Soekarno Hatta yang berfungsi sebagai tempat berjalannyaproses angkut 
mengangkut, jadwal Pelayaran Tetap PT.PELNI Cab Makassar 
terlampiran. 
PT.PELNI Cabang Makassar bertanggung jawab mengoprasikan 
dua jenis armada, yang pertama adalah armada yang hanya mengangkut 
penumpang. Pada dasarnya armada ini diperuntukkan bagi masyarakat 
yang membutuhkan fasilitas untuk menyeberang antar pulau di Indonesia. 
Armada yang dimaksud adalah : 
a. Siguntang; 
b. Binaiya; 
c. Umsini; 
d. Nabung; 
e. Lambelu; 
f. Sirimau; 
g. T. Kabila; 
h. Kelimutu; 
i. Tidar; 
j. Wilis. 
Untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang, 
PT.PELNI Cabang Makassar menggunakan UU No 25 Tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik sebagai dasar dalam membuat aturan yang 
menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat sebagai 
penggunajasa. Sebagaimana pengertian pelayanan publik munurut Pasal 
1 Ayat 1 dalam UU No 25 Tahun 2009 yang berbunyi : 
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“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan begi setiap warga Negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik”26 
 
Dari hasil wawancara bersama General Manager PT.PELNI 
Cabang Makassar yang menjelaskan tentang proses pembuatan Standar 
Operasional Prosedur atau SOP: 
“Kami punya strandar operasional prosedur, kami yang buat, untuk 
poin pelayanan terhadap penumpang itu dibahas tersendiri, dan 
berdasarkan undang-undang pelayanan publik”27 
 
           Dalam hal administrasi, PT.PELNI Cabang Makassar selain 
membuka loket di kantor, juga bekerjasama dengan beberapa pihak 
swasta untuk penjualan tiket. Hal ini di jelaskan Oleh Bapak Dinar Hamzah 
Asisten Maneger Pemasaran Penjualan : 
“Sebenarnya dikantor sudah ada, tapi itu tidak cukup, jadi kami 
membuka penjualan tiket secara online, ini yang dimanfaatkan oleh 
pengusaha tiket diluar, mereka menjual baru keuntungan diambil 
dari situ”28 
Untuk mengantisipasi terjadinya kelebihan muatan, PT.PELNI 
Cabang Makassar secara intens mengontrol peningkatan penumpang dan 
membatasi penjualan tiket. Dari hasil penelitian selama satu bulan di 
lapangan, peneliti banyak menemukan keganjalan, terutama pada 
ticketing, berikut merupakan wawancara dengan pagawai ticketing dan 
salah seorang penumpang tujuan Bau-bau : 
                                                             
26
UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
27Wawancara dengan Capt. M. Tukul Harsono. Mar, Selaku General Manager PT PELNI Cabang 
Makassar, Tanggal 12 Juni 2014 pukul 10.00 wita di Makassar 
28 Wawancara dengan Dinar Hamzah, selaku Asisten Manager Pemasaran Penjualan PT PELNI 
Cabang Makassar, Tanggal 20 Juni 2014 pukul 11.00 wita di Makassar 
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Pegawai Pemeriksa Tiket: “tiket yang kami periksa, kami tidak tahu 
darimana penumpang dapat”29 
Lampirkan contoh tiket 
Penumpang kapal: “saya beli dipak agus pak, saya beli 
Rp.160.000, saya mau pergi dibau-bau pak”30 
 
Peneliti juga melihat lobi-lobi antara calon penumpang dengan calo 
tiket, peneliti berhasil mewawancarai salah seorang calo yang sering 
bekerjasama dengan pegawai untuk mencari calon penumpang yang ingin 
curang : 
“Saya biasa cari penumpang, kubawa mi kepetugas, jadi itu 
petugas yang bawa dia ke orang kapal, jadi nanti kalau ada 
pemeriksaan diatas kapal, nda di minta mi tiketnya, biasanya 
harganyaa itu 100 ribu”31 
 
Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa kondisi seperti ini 
akan mempengaruhi banyak hal, termasuk diantaranya kerugian yang 
berakibat pada Negara, serta tidak adanya jaminan keselamatan kepada 
penumpang.  
Di sisi lain, PT.PELNI Cabang Makassar juga menangani kapal 
untuk melayani penumpang dan peti kemas. Berikut nama-nama armada 
yang dimaksudkan : 
a. Ngapulu; 
b. Labobar; 
c. G. Dempo. 
                                                             
29 Wawancara dengan pemeriksa tiket sebelum memasuki pelabuhan, tanggal 24 Juni 2014 pukul 
16.00 wita di pelabuhan Makassar 
30 Wawancara dengan penumpang kapal, tanggal 24 Juni 2014 pukul 16.50.00 wita di pelabuhan 
Makassar 
31 Wawancara dengan calo tiket, tanggal 24 Juni 2014, pukul 17.00 wita, di pelanuhan Makassar  
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Berikut nama armada yang memiliki 3 fungsi sebagai pengangkut 
penumpang, pengangkut petikemas, dan pengiriman kendaraan: 
a. Dobonsolo; 
b. Ciremai. 
Sama seperti armada yang khusus memuat penumpang, PT.PELNI 
Cabang Makassar juga menjamin keselamatan dan kenyaman terhadap 
para pengguna jasa. Perbedaannya adalah jika 10 armada yang 
dijelaskan sebelumnya hanya mengangkut penumpang, ke 3 armada ini 
memiliki 2 fungsi berbeda yaitu mengangkut peti kemas, peti kemas ini 
disiapkan bagi pihak swasta/perusahaan yang ingin melakukan 
pengiriman barang dalam jumlah banyak, dan 2 kapal yang lainnya 
menjalankan fungsi sebagai pengangkut penumpang, pengangkut 
petikemas, dan pengiriman barang. Berikut keterangan General Maneger 
ketika ditanya soal fungsi peti kemas : 
“Peti kemas ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk 
menyimpan barang yang akan dikirim, seperti misalnya PT PELNI 
Makassar sudah hampir 10 tahun bekerjasama dengan PT. 
bahamass express, ekpedisi ini yang selalu mengirim barang”32 
 
Untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa, 
dalam proses pengangkutan peti kemas dari pelabuhan ke atas kapal, 
PT.PELNI Cabang Makassar menyediakan falisitas sebagai berikut : 
a. Crane gantry (pengangkut kontainer) 
b. Fotrklift Kapasitas 2,5-7 Ton 
c. Mobil Trailler 20-40 Feet 
                                                             
32
Wawancara dengan  Capt. M. Tukul Harsono. Mar, Selaku General Manager PT PELNI Cabang 
Makassar, Tanggal 12 Juni 2014 pukul 10.00 wita di Makassar 
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Berikut keterangan operator cran kapal selaku operator pengangkut 
petikemas: 
“Kalau ada kapal yang sandar di pelabuhan Soekarno mengalami 
kerusakan cran kapal, maka PELNI Makassar akan membuat tim 
untuk perbaiki kerusakan, namun jika tim tidak dapat memperbaiki 
cran kapal, maka kontainer di atas kapal itu diturunkan melalui 
pelabuhan Hatta, di pelabuhan Hatta itu ada gantry cran nya atau 
alat yang khusus menurunkan kontainer”.33 
 
Pada saat peniliti di lapangan, peneliti juga menyaksikan besarnya 
potensi kecelakaan kerja.Sebagai contoh, banyak pedagang asongan 
yang naik di atas kapal melalui tali kapal, dapat dilihat petugas dilapangan 
tidak dapat mengatur dan mengawasi orang-orang yang berada disekitar 
pelabuhan. Adapun pada saat proses pengangkutan peti kemas, 
penumpang kapal yang telah disiapkan jalurnya, masih banyak yang lewat 
tepat di bawah peti kemas yang sedang diangkat oleh forklip atau oleh 
crane gantri. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang pengguna 
jasa peti kemas, Staf Operasional PT.Bahamass Express, Bapak Randy: 
“Seharusnya, pihak PELNI dan pelabuhan itu bekerja sama dengan 
baik, ruang tunggu penumpang biasa tidak terpakai, jadi itu 
penumpang menunggu di luar pagar, bagus kalau penumpang mau 
mendengar, na banyak juga penumpang nekat lompat kedalam 
pelabuhan, na ini mi yang biasa mengganggu kita kalau 
pengangkutan kontainer”34 
 
Dalam pelaksanaan tugas PT.PELNI Cabang Makassar terbagi dari 
General Maneger, Maneger Armada, Manegr Usaha, Maneger 
Administrasi Umum.Pembagian tugas PT.PELNI Cabang Makassar dapat 
                                                             
33 Wawancara dengan operator crane kapal PT PELNI Cabang Makassar, Tanggal 19 Juni 2014 
pukul 19.00 wita di Makassar 
34
 Wawancara dengan Randy selaku pengguna jasa, Staf Operasional PT Bahamas Express, 
Tanggal 9 Juni 2014 pukul 10.00 wita di Makassar 
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dilihat dari bagan yang terpampang pada dinding sudut kanan kantor, 
terlampir. 
Terdiri dari 37 pegawai, yang terbagi menjadi 1 orang General 
Maneger, 3 Asisten Maneger, masing-masing asisten maneger memiliki 
staf yang membantu untuk menjalankan tugasnya.  
1. General Maneger 
General Maneger PT.PELNI Cabang Makassar ini bertugas 
mengatur, mengontrol secara kesuruhan aktifitas pelayanan oleh 
PT.PELNI Cabang Makassar, serta bertanggung jawab penuh terhadap 
keberlangsungan proses pelayanan. General Maneger dibantu oleh satu 
orang Maneger Administrasi Umum, Maneger Usaha. Berikut kerterangan  
Capt. M. Tukul Harsono, M.Mar selaku General Maneger : 
“Memang sengaja kita pembagian tugas begitu, supaya pelayanan 
terhadap masyarakat bisa merata, seperti kalau kamu 
berorganisasi dikampus”35 
 
 
2. Manager Administrasi Umum 
Manager Administrasi Umum bertugas mengawasi, bertanggung 
jawab atas hal-hal yang bersifat administratif. Dibantu oleh : 
a.  Asisten Manager Akuntansi yang bertugas untuk menyusun 
laporan dan pembukuan keuangan tahunan, beranggotakan tiga 
orang staf.   
b. Asisten Manager Perbendaharaan bertugas mengatur keluar 
dan masuknya  kas perusahaan, beranggotakan satu orang staf. 
                                                             
35
Wawancara dengan  Capt. M. Tukul Harsono. Mar, Selaku General Manager PT PELNI Cabang 
Makassar, Tanggal 12 Juni 2014 pukul 10.00 wita di Makassar 
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c. Asisten Manager SDM dan Umum bertanggung jawab atas 
peningkatan Sumber Daya Manusia pegawai dan jika ada 
urusan kantor yang sifatnya keluar itu diambil salah satu dari 
anggota asisten ini. Beranggotakan delapan orang staf. 
3. Manager Usaha   
Manager Usaha ini bertugas membangun hubungan keluar, kepada 
pihak masyarakat atau pihak swasta lainnya, terutama dalam hal 
penjualan tiket penumpang dan/atau peti kemas. Dibantu oleh dua orang 
asisten, yakni : 
a. Asisten Manager Pelayanan Jasa ini bertugas memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dan pihak swasta lainnya, terkait 
informasi-informasi yang dibutuhkan, seperti jadwal 
pemberangkatan armada, beranggotakan tiga orang staf. 
b. Asisten Manager Pemasaran Penjualan secara khusus dibentuk 
agar dapat fokus terhadap pemenuhan kebutuhan pengguna 
jasa terutama dalam hal ticketing. Beranggotakan lima orang 
staf. 
4. Manager Armada 
Manager Armada ini bertanggung jawab langsung dengan aktifitas 
yang ada di pelabuhan, termasuk penyediaan alat yang dibutuhkan untuk 
proses pengangkutan, baik itu pengangkutan penumpang maupun peti 
kemas. Dibantu oleh satu orang asisten, yaitu : 
Asisten Manager Teknika yang bertanggung jawab atas hal-hal 
yang bersifat teknis, diantaranya penyedia alat, pengecekan alat sebelum 
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dipakai, dan lain-lain sesuai kebutuhan lapangan. Gambar Struktur 
Terlampir. 
Sama seperti PT.PELNI Pusat, PT.PELNI Cabang Makassar juga 
memiliki empat tugas pokok yang harus dijalankan.Yakni : 
1. PT.PELNI Makassar adalah sarana yang dapat diandalkan untuk 
menjalankan angkutan antar pulau secara tetap dan teratur. Berikut 
keterangan Capt. M. Tukul Harsono, M.Mar selaku General 
Manager dan salah satu calon penumpang kapal G. DEMPO 
pemberangatan Makassar  ke Papua : 
Petugas: 
“Secara tetap adalah jadwal ataupun program yang telah kami 
rancang setiap tahunnya itu harus berjalan dengan baik, 
sedangkan secara teratur adalah setiap pengoprasian kapan kita 
harus sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Sejauh ini kami 
melaksanakan tugas dengan baik, kapal yang masuk dan 
berangkat ini masih sangat jarang melalui keterlambatan”36 
 
Penumpang: 
“iyo, kapal hari ini terlambat lagi, padahal besok lusa saya su harus 
ada dikampung”37 
 
2. PT.PELNI Cabang Makassar juga berperan dalam menjaga 
keutuhan wawasan nusantara. Berikut merupakan penuturan 
Capt.M.Tukul Harsono,M.Mar selaku General Manager : 
“ini artinya, kita dalam hal menjaga keutuhan wawasan nusantara 
kita melakukan pelaporan langsung kepada petugas yang ada di 
                                                             
36Wawancara dengan Capt. M. Tukul Harsono. Mar, Selaku General Manager PT PELNI Cabang 
Makassar, Tanggal 12 Juni 2014 pukul 10.00 wita di Makassar 
 
37
 Wawancara dengan penumpang kapal, tanggal 22 Juni 2014 pukul 16.50.00 wita di pelabuhan 
Makassar 
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darat jika petugas kita di laut melihat sesuatu yang dianggap dapat 
mengganggu keutuhan wawasan nusantara”38 
 
3. PT.PELNI Cabang Makassar juga wajib mendukung pemerataan 
pembangunan serta hasil-hasil pembangunan, yang diwujudkan 
dalam bentuk pelayaran tetap dan teratur. Berikut merupakan 
penuturan Adluwi Yanto Selaku Manager Usaha: 
“Kami memang sengaja menjadwalkan adanya pengangkutan 
penumpang untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau terluar, ini 
tentu bertujuan membantu program pemerintah dalam hal 
pemerataan pembangunan”39 
 
4. PT..PELNI Cabang Makassar sebagai salah satu pelaksana 
“Government Agency” atau agen yang bertugas sebagai stabilitator 
dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang angkutan laut 
nasional. Berikut penuturan Bapak Capt. M. Tukul Harsono, M.Mar 
selaku General Manager : 
“Ini sangat berkenaan dengan ketiga poin sebelumnya, artinya 
karena kita adalah salah satu perusahaan milik Negara yang 
bergerak dibidang kelautan, maka kita sangat dipercayakan untuk 
melaksanakan dan mengembangkan pendapatan Negara di bidang 
kelautan”40 
 
Empat poin di atas merupakan salah satu konsep PT PELNI untuk 
terus menjalankan tugas pokoknya sebagai penyedia jasa di bidang 
kelautan. 
Sebagai pelaksana teknis, PT.PELNI Cabang Makassar memiliki 
peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan pendapatan Negara 
                                                             
38Wawancara dengan Capt. M. Tukul Harsono. Mar, Selaku General Maneger PT PELNI Cabang 
Makassar, Tanggal 12 Juni 2014 pukul 10.00 wita di Makassar 
39 Wawancara dengan Adluwi Yanto, selaku Maneger Usaha PT PELNI Cabang Makassar, 
Tanggal 26 Juni 2014 pukul 10.00 wita di Makassar 
40
Wawancara dengan Capt. M. Tukul Harsono. Mar, Selaku General Maneger PT PELNI Cabang 
Makassar, Tanggal 12 Juni 2014 pukul 10.00 wita di Makassar 
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terutama dalam hal yang sifatnya untuk menutupi kebutuhan PT.PELNI itu 
sendiri. Artinya adalah PT.PELNI Cabang Makassar juga menjalankan 
usaha-usaha yang telah bentuk oleh PT.PELNI Pusat, diantaranya : 
a. Rumah Sakit PELNI; 
b. Usaha Penumpang Angkutan Bandar; 
c. Keagenan Kapal. 
B. Faktor-faktor Yang Memperngaruhi Penerapan SOP PT.PELNI 
Selaku Operator Kapal Penumpang dan Peti Kemas 
Berdasar pada beberapa keterangan pimpinan PT.PELNI Cabang 
Makassar dalam hal ini General Maneger, peneliti akan menguraikan 
beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan SOP PT.PELNI Cabang 
Makassar. 
1. Lemahnya Pengawasan Terhadap Pelaksana Tugas 
Salah satu faktor terjdinya kecelakaan kerja disebabkan oleh 
petugas yang tidak paham tentang posisi dan tanggung jawab mereka. 
Menurut keterangan yang diperoleh dari pihak pelabuhan, tingkat 
pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu itu semakin meningkat. 
Pelanggaran yang dimaksud adalah banyaknya penumpang yang 
diterbukti tidak memiliki tiket di atas kapal, padahal setiap kapal memiliki 
kapasitas maksimal yang dapat di angkut, sebagai contoh KM. Labobar 
memiliki kapasitas penumpang sebanyak 3084 orang atau KM. Ciremai 
memiliki kapasitas penumpang sebanyak 1973 orang.  
Dari sini peneliti menyimpulkan bahwa, yang  bertanggung jawab 
adalah pegawai yang bertugas memeriksa tiket. Namun sekalipun banyak 
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laporan seperti itu, pihak PT.PELNI Cabang Makassar tidak mampu 
berbuat sesuatu karena hingga saat ini tidak ada bukti yang bisa 
diperoleh. Dalam hal penanganan barang atau loose cargo, di lapangan 
peneliti sempat melihat pegewai PT.PELNI Cabang Makassar tidak 
mengikuti alur SOP yang telah ada, sebagai contoh ada beberapa barang 
loose cargo yang tidak diukur atau menimbang fisik barang, padahal SOP 
PT.PELNI pada pasal 6 ayat 2 Tentang Gudang Penumpukan/Konsolidasi 
Muat, berbunyi: 
“Petugas gudang penumpukan menerima barang yang dikirim oleh 
shipper berdasarkan shipping instruction dengan melakukan validasi fisik 
barang, mengukur dan menimbang fisik barang”41 
  
Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap 
pemenuhan kewajiban sebagai pelaksana tugas. 
2. Sosialisasi Hak Dan Tanggung Jawab kepada Pungguna Jasa 
Sosialisasi hak dan tanggung jawab kepada pengguna jasa, ini juga 
menjadi salah satu bagian penting dalam hal efektivitas pelaksanaan 
SOP, kerena prinsipnya jika pengguna jasa tahu akan dan tanggung 
jawabnya maka jika terjadi sesuatu yang merugikan untuknya, secara 
otomatis dia akan meminta pertanggung jawaban kepada pihak PT.PELNI 
Cabang Makassar karena telah melanggar atau tidak mengikuti standar 
operasional prosedur yang telah ada, karena tanpa standar operasional 
prosedur, tidak ada tolok ukur untuk mengetahui petugas yang teledor 
atau lalai dalam menjalankan tugasnya, karna SOP merupakan hal yang 
sangat penting dalam upaya mengefektifkan pelayanan terhadap 
                                                             
41 SOP PT.PELNI Pasal 6 ayat 2 Tentang Gudang Penumpukan/Konsolidasi pelabuhan muat. 
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pengguna jasa dan merupakan acuan kerja agar mempermudah petugas 
dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, sosialisasi ini juga salah satu 
upaya untuk mencegah tingkat kriminalitas yang maish sering terjadi 
dipelabuhan. 
Berikut keterangan bapak ilham, penumpang KM. NGGAPULU asal 
Surabaya tujuan Serui: 
“Aku dari Surabaya mau ke sorong, tapi saat kapal sandar di 
Makassar, aku ke toilet, waktu aku mau kembali ke tempat tidur, 
handphone dan dompet yang aku simpan di dalam saku itu hilang, 
karna memang tadi banyak orang yang naik di atas kapal dan 
berdesak-desakkan, bukan cuman penumpang, tapi banyak 
pedagang asongan yang naik di atas kapal, padahalkan pedagang 
asongan dilarang berjualan diatas kapal, kalau sudah begini siapa 
coba yang bisa disalahkan”. 
  
3. Sarana dan Prasarana 
Pada dasarnya tidak akan berjalan dengan baik suatu kegiatan 
atau program jika tidak didukung oleh fasilitas yang baik, dari pengamatan 
peneliti selama dilapangan dan dari hasil wawancara dengan pegawai dan 
pengguna jasa, peneliti berkesimpulan bahwa fasilitas yang digunakan 
oleh PT.PELNI Cabang Makassar dalam menjalankan programnya masih 
belum memadai. 
 Untuk proses pengangkutan penumpang misalnya, PT.PELNI 
Cabang Makassar hanya menyediakan satu buah tangga yang ukurannya 
tidak sebanding dengan jumlah penumpang yang akan naik, Selain itu 
untuk proses pengangkutan peti kemas, PT.PELNI Cabang Makassar 
hanya menyediakan masing-masing satu bauh alat manual, dan tidak 
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menyediakan alat lain untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan pada 
alat yang aktif dioperasikan. 
Di lapangan penulis pernah mendapati salah satu armada 
PT.PELNI yang mengalami kerusakan pada cran kapal, namun usaha 
untuk memperbaiki cran kapal itu gagal, namun bukannya kapal tersebut 
di bawah ke pelabuhan Hatta untuk menurunkan container yang berada di 
atas kapal, pelabuhan Hatta yang notabenenya memiliki Derek atau 
gantry cran, yang memang di peruntuhkan untuk menaikkan atau 
menurunkan kontainer dari atas kapal, namun PT.PELNI justru menyewa 
cran darat milik swasta yang tidak sesuai dengan spesifikasi, alhasil tidak 
semua kontainer dapat diturunkan dari atas kapal, sikap ataupun 
kebijakan PT.PELNI dalam mengatasi masalah tersebut,  tidak mengacu 
pada SOP, salah satu bunyi SOP yang mengatur tentang bongkar muat 
container adalah: 
“container yang dinaikkan atau diturunkan dari kapal harus menggunakan 
cran kapal atau gantry cran”42 
 
 pada hal ini juga didukung oleh pernyataan oleh salah satu 
operator cran kapal: 
“Kalau kapal yang sandar di Pelabuhan Soekarno mengalami 
kerusakan cran kapal, maka PELNI Makassar akan membuat tim 
untuk memperbaiki kerusakan, namun jika tim tidak dapat 
memperbaiki cran sebelum kapal kembali berlayar, kontainer di 
atas kapal itu harus diturunkan melalui pelabuhan Hatta, di 
pelabuhan Hatta itu ada gantry cran nya atau alat yang khusus 
menurunkan kontainer”. 
 
                                                             
42 Standar operasional Prosedur PT.PELNI Tentang Bongkar Muat container  
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Masalaah lain yang sering muncul, adanya fasilitas yang tidak 
menunjang aktivitas pembongkaran muatan atau koutainer di pelabuhan, 
salah satu contohnya, dalam menaikkan atau menurunkan kontainer dari 
mobil trailer (mobil pengangkut container) PT.PELNI tidak memiliki fasilitas 
pendukung seperti mobil forklip yang berkapaitas 15-20 ton, yang dimana 
itu adalah berat rata-rata kontainer yang akan di angkut oleh kapal, namun 
untuk menurunkan atau menaikkan container dari atas mobil trailer, 
PT.PELNI menggunkan jasa mobil pantusi yang di sewa PT.PELNI melalui 
Pelindo, akibatnya para pengguna jasa kontainer harus membayar uang 
penyewaan pantusi tersebut, padahal menurut resi pembayaran resmi 
atau yang biasa disebut dengan OPP (Ongkos Pelabuhan Pemuatan) dan 
cy-cy dari PT.PELNI, para pengguna jasa kontainer tidak perlu lagi 
membayar ongkos pengangkutan tersebut karena sudah include dalam 
OPP.Berikut keterangan randy, salah satu pengguna jasa countainer: 
“Banyak sekali saya bayar ini, 1 countainer itu ongkos pantusi nya 
saja 350.000 memang mii, sedangkan ada lima countainer ku, 
berarti harus ka’ bayar pantusi 1.750.000, padahal itukan sudah mi 
di bayar lewat opp, di opp itu sudah ada keterangannya, tapi mau 
mi di apa, dari pada tidak naik kontainer ku ke atas kapal” 
 
Dengan demikian berdasarkan segala macam hambatan dan 
permasalahan yang dihadapi pihak PT.PELNI Cabang Makassar, yang 
penulis temukan dalam penelitian, maka dari itu penulis berpandangan 
bahwa penerapan standar operasional prosedur atau SOP PT.PELNI tidak 
dapat dikatakan efektif karna PT.PELNI tidak dapat memperlihatkan SOP. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. PT.PELNI Makassar merupakan pelakasana program pelayanan 
kepada masyarakat. Seiring perjalanannya, PT.PELNI Cabang 
Makassar memiliki peran yang sangat penting dalam 
menyukseskan program pemerintah. Terutama dalam hal 
pelayanan terhadap pengguna jasa, pengguna jasa ini terdiri dari 
angkutan orang dan barang. Pegawai PT.PELNI Cabang Makassar 
saat ini berjumlah 37 orang, yang terbagi menjadi 1 orang General 
Maneger, 3 Asisten Maneger, masing-masing asisten maneger 
memiliki staf yang membantu untuk menjalankan tugasnya. Dengan 
jumlah pegawai 37 orang, PT.PELNI Cabang Makassar seharusnya 
mampu memanfaatkan sumber daya yang ada, meskipun upaya 
untuk menciptakan keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen 
telah dilakukan, namun sampai saat ini belum dirasakan dengan 
baik, karena pada saat pelaksanaan tugas di lapangan, banyak 
yang tidak mengacu pada SOP. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SOP PT.PELNI 
a. Pengelolaan: 
Jika saja PELNI dapat mengelola bagasi kapal dan petikemas 
dengan baik dan transparan, itu akan menjadi lumbung 
pendapatan yang besar, fakta dilapangan masih banyak 
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petugas atau calo yang memainkan ukuran barang yang akan 
dikirim melalui bagasi kapal, sesuai negosiasi dengan pengguna 
jasa sehingga PT.PELNI mengalami kerugian yang besar. 
b. Fasilitas:  
Fasilitas yang layak tentu akan menunjang produksi, fasilitas 
yang kurang dari PT.PELNI membuat para pengguna jasa harus 
menunggu lagi alat yang dapat menaikkan atau menurunkan 
container mereka dari atas mobil trailer, karna PT.PELNI tidak 
memiliki alat yang mendukung dalam bongkar muat tersebut, 
contohnya seperti forklip berkapasitas 20 ton. 
c. Pengawasan: 
Pengawasan yang ketat akan menciptakan kinerja yang 
transparan, dan bermutu, namun dilapangan, pengawasan yang 
sifatnya mengawasi tidak ketat. 
B. Saran 
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik, PT.PELNI 
seharusnya bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, selaras nya 
standar operasional prosedur dengan pelaksanaan kerja dilapangan tentu 
akan menciptakan sistem managemen yang professional dan handal, 
setiap pegawai yang menjalankan SOP dengan baik seharusnya 
mendapatkan reward yang besar, serta pegawai yang tidak menjalankan 
SOP akan mendapatkan teguran langsung dari atasan, hal itu  juga 
secara otomatis akan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, dan 
menjadi poin penting dalam meningkatkan jumlah pendapatan PT.PELNI 
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sendiri. Bukan tanpa alasan, keamanan, kenyamanan, dan pelayanan 
yang baik, akan menjadi tolok ukur penumpang dalam menentukan alat 
transportasinya, apalagi PT.PELNI memiliki pengaruh yang besar 
terhadap pemerataan penduduk dan digadang--gadang menjadi pilar 
utama kebangkitan nasional dari sektor transportasi laut, namun 
kenyataan di lapangan, PT.PELNI belum memenuhi ekspektasi tersebut. 
Dalam hal pengangkutan barang atau kontainer pun memiliki 
potensi yang besar, jika saja semua pegawai mengikuti semua standar 
operasional prosedur yang telah ada, ini tentu akan menciptakan tenaga 
kerja yang profesional dan mampu meningkatkan daya saing dengan 
kapal-kapal swasta yang selama ini menjadi pesaing PT.PELNI, apalagi 
tuntutan besar pada PT.PELNI yang berperan dalam menyukseskan 
program pemerintah dalam pemerataan pembangunan di bagian timur 
Indonesia. 
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